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ABSTRAKSkripsi ini berjudul Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah
‘Iddah dan Mut’ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak di
Pengadilan Agama Padang ditulis oleh Hariri Ocviani Arma, NIM
1413010568 pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, UniversitasIslam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangioleh pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak pada PA Padang.Idealnya eksekusi baru dapat dilaksanakan jika sebuah produk hukum sudahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), akan tetapi, kondisi ini tidak berlakupada kasus cerai talak yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Padang.Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana upaya penyelesaiankewajiban pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri dalamperkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Adapun pertanyaan penelitianyang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan
mut’ah di Pengadilan Agama Padang, apa yang menjadi dasar pertimbanganhakim dalam menetukan cara pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah sertabagaimana akibat hukum apabila suami tidak membayarkan nafkah ‘iddah dan
mut’ah.Penelitian merupakan penelitian wilayah (social legal research), sumberdata yang digunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan AgamaPadang serta data sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiyah yangberkaitan dengan tema permasalahan yang diteliti serta wawancara para hakimdi Pengadilan Agama Padang, teknik pengumpulan data berupa observasi,wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan metode content
analysis (kajian isi).Temuan penelitian adalah pertama, praktik pembayaran nafkah ‘iddahdan mut’ah di Pengadilan Agama Padang terlaksana melalui dua cara yaitusecara tunai dan secara cicilan dalam artian ditangguhkan. Kedua, kebijakanhakim di Pengadilan Agama Padang memerintahkan suami untuk memberikannafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalamperundang-undangan. Hal tersebut adalah sebuah kebijakan untuk menjaminhak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Ketiga, jika kebijakantersebut tidak diperintahkan atas hakim, dikhawatirkan suami melalaikankewajibannya membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah istri sebagai kompensasidiabulkannya permohonan izin mentalak istri.



vii

ABSTRACTThis thesis is entitled The  Settlement of Payment Obligations for
‘Iddah andMut’ah by Husband to Wife in Divorce in the Padang Religion
Court written by Hariri Ocviani Arma, NIM 1413010568 in theDepartment of Family Law, Syari’ah Faculty, Imam Bonjol State IslamicUniversity, year 2018. This Research was motivated by the practice of paying‘iddah and mut’ah living before the pledge of divorce in the Padang ReligiousCourt. Ideally the new execution can be carried out if a legal product haspermanent legal force (inkracht). However, this condition does not apply insome case of divorce, whicht was decided by a judge at the Padang ReligiousCourt. The formulation of the research problem is how the effort to settle thepayment obligations of the ‘iddah and mut’ah living by the husband to hiswife in the divorce case in the Padang Religious Court. The research questionput forward is how to implement payment of iddah and mut’ah living inPadang Religius Court, what is the basis of judges consideration indetermining the payment method for iddah and mut’ah living and what is thelegal consequence if the husband does not pay ‘iddah and mut’ah.This research is social legal research, the data sources used areprimary data in the form of the Padang Religiuos Court decision andsecondary data in the form of books and scientific works related to the themof the problem under study and interviews of judges in the Padang ReligiousCourt. Data collection in the form of observation, interviews anddocumentation, data analysis techniques using content analisys method.The findings of this research are first, the practice of paying ‘iddah andmut’ah living in the Padang Religious Court is carried out in two ways,namely in cash and in installments in the sense of being deferred. Second, thejudge’s policy in the Padang Religious Court ordered the husband to providehis wife with a living before the pledge of divorce did not have a basis forconsideration in the legislation. It is a policy to guarantee the rights of ex-wifeafter divorcing her husband. Third, if the policy is not ordered by the judge, itis feared thet the husband neglects his obligation to pay for his wife’s ‘iddahand mut’ah as compensation for the wife’s mental permission.
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